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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaturan terkait teknik forensik 

dalam penanganan kasus perdagangan manusia 

melalui teknik forensik digital dan untuk 

mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap 

pelaku perdagangan orang dalam teknik forensik 

menurut hukum yang berlaku. Dengan 

menggunakan metode penelitian normatif, dapat 

ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum 

teknik forensik digital terutama bersumber dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

diperluas melalui Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-

undangan lainnya. 2. Negara menetapkan 

ancaman pidana yang berat sebagai bentuk 

keseriusan dalam memberantas kejahatan tersebut. 

Sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana 

denda, perampasan aset, dan pidana tambahan 

lainnya bertujuan memberikan efek jera, 

menegakkan keadilan, serta melindungi hak asasi 

manusia. Pengaturan sanksi tersebut terutama 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Dalam praktiknya, hakim 

menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan hasil 

pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, dan 

pertimbangan hukum yang objektif. Hakim 

menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana 

serta memperhatikan tingkat kesalahan dan 

dampak perbuatan terhadap korban. Apabila 

perbuatan pelaku menimbulkan akibat berat, 

seperti luka permanen atau kematian, maka pidana 

dapat diperberat hingga pidana penjara seumur 

hidup. Selain pemidanaan, perampasan aset hasil 

kejahatan juga berperan dalam melemahkan 

jaringan perdagangan manusia secara struktural.  

 

Kata Kunci : upaya hukum, bank, objek hak 

tanggungan, dikuasai pihak ketiga 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknik forensik memiliki peranan yang 

sangat penting dalam upaya penegakan hukum 

terhadap kasus perdagangan orang (trafficking in 

persons). Kasus perdagangan orang biasanya 

melibatkan jaringan terorganisir, modus operandi 

yang kompleks, serta lintas batas negara, sehingga 

membutuhkan alat bukti yang kuat dan dapat 

dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dalam hal 

ini, ilmu forensik hadir untuk membantu aparat 

penegak hukum mengungkap kebenaran melalui 

pendekatan ilmiah dan pembuktian yang objektif.  

Teknik forensik dalam kasus perdagangan 

orang tidak hanya berfokus pada pembuktian 

pidana semata, tetapi juga berfungsi sebagai 

sarana perlindungan korban, pemulihan keadilan, 

serta pemutusan rantai kejahatan terorganisir. 

Pendekatan multidisiplin yang melibatkan 

forensik biologi, digital, medis, dokumen, dan 

finansial menjadi instrumen penting agar aparat 

penegak hukum memiliki bukti yang kuat, valid, 

dan sah secara hukum. Dengan bukti forensik 

yang tepat, pengadilan dapat menjatuhkan putusan 

yang adil, memberikan efek jera kepada pelaku, 

sekaligus memberikan perlindungan maksimal 

bagi korban perdagangan orang. 

Dalam konteks perkembangan kejahatan 

perdagangan orang yang memanfaatkan media 

digital, dasar hukum penggunaan bukti elektronik 

tidak lagi hanya merujuk pada Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, 

melainkan telah diperbarui melalui Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Melalui pengaturan ini, informasi elektronik 

dan/atau dokumen elektronik tetap diakui sebagai 

alat bukti hukum yang sah, sehingga menjadi 

landasan yuridis yang kuat bagi penerapan 

forensik digital dalam mengungkap tindak pidana 

perdagangan orang yang dilakukan melalui media 

sosial, internet, aplikasi pesan, maupun perangkat 

elektronik lainnya.
5
 

Di era modern saat ini, perdagangan manusia 

merupakan salah satu bentuk perbudakan 

manusia. Perdagangan manusia juga merupakan 

bentuk kejahatan yang mengebiri harkat dan 

martabat manusia. Perdagangan manusia semakin 

meluas di berbagai negara, termasuk Indonesia 

dan negara-negara berkembang lainnya, sehingga 
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Indonesia menjadi negara yang beradab. Selain 

itu, komunitas internasional ditandai dengan 

keikutsertaan organisasi internasional, khususnya 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam 

memerangi tindakan perdagangan manusia. 

Berdasarkan beberapa kejadian di masa lalu, 

perempuan dan anak di bawah umur adalah pihak 

yang paling terkena dampak dari tindakan 

perdagangan manusia.
6
 

Salah satu permasalahan hak asasi manusia di 

Indonesia adalah tindak pidana perdagangan 

orang, yaitu suatu bentuk perekrutan, pengiriman, 

pemindahan, penahanan, atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman atau kekerasan atau 

bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, 

kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau 

posisi rentan, pemberian atau penerimaan 

pembayaran atau keuntungan, dengan tujuan 

untuk memperoleh persetujuan dari orang yang 

berkuasa untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi 

tersebut sekurang-kurangnya mencakup 

eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau 

bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau 

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik sejenis 

perbudakan, penghambaan, atau pengambilan 

organ tubuh. Di Indonesia, tindak pidana 

perdagangan orang terjadi dalam bentuk 

perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, 

pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja 

anak, dan pernikahan paksa. Akhir dari kejahatan 

ini adalah para korban dipaksa bekerja di 

lingkungan kerja yang buruk dan dengan gaji 

yang tidak masuk akal.
7
 

Perdagangan perempuan merupakan kegiatan 

yang harus dicegah, selama ini pemerintah telah 

melakukan berbagai upaya namun hanya dalam 

hal pemulihan. Korban perdagangan perempuan 

hanya diberikan hak pemulihan sehingga belum 

ada tindakan pencegahan yang lebih lanjut. Oleh 

karena itu, pencegahan perdagangan perempuan 

harus dilakukan karena berdasarkan data statistik 

International Organization for Migration (IOM), 

5 Pemerintah Indonesia, dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) bahwa pada tahun 2023, 

sekitar 43-50% Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

terindikasi menjadi korban perdagangan 

perempuan dan 68% di antaranya adalah 

perempuan. Bahkan dana yang digelontorkan 

untuk lingkaran perdagangan perempuan 

diperkirakan mencapai 32 juta US dollar. Fakta 
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ini menunjukkan betapa fantastisnya angka 

perdagangan perempuan di Indonesia. Korban 

perdagangan perempuan ini bisa terjadi di dalam 

negeri maupun lintas negara. Hal ini terjadi secara 

terus-menerus dan sembunyi-sembunyi dengan 

berbagai modus baik secara lisan maupun tulisan 

yang terus dilakukan.
8
 

Perdagangan perempuan merupakan 

pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan 

merupakan bentuk perbudakan modern. Dalam 

ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan 

bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 

hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak 

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
9
 

Forensik Digital/Siber: Digunakan untuk 

menganalisis ponsel/komputer terdakwa dan 

korban. Tujuannya untuk mengambil bukti 

komunikasi daring (iklan lowongan palsu di 

media sosial, janji-janji palsu, percakapan 

instruksi keberangkatan) dan dokumen elektronik 

(pemalsuan visa/kontrak kerja). Undang-Undang 

No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan 

transaksi elektronik (UU ITE) dapat diterapkan 

untuk menjerat pelaku penipuan online. Pasal 45A 

ayat (1) mengatur hukuman pidana penjara hinga 

6 tahun dan denda Rp 1 Milliar bagi pelaku 

penipuan digital. Kasus ini (atau kasus serupa 

yang menggunakan pasal yang sama) kerap 

melibatkan alat bukti elektronik yang disita dan 

dianalisis oleh penyidik siber/digital forensik 

untuk membuktikan unsur-unsur perekrutan dan 

pengiriman yang melanggar hukum, yang 

merupakan inti dari Tindak Pidana Perdagangan 

Orang.  

 

B. Rumusan masalah 

1. Bagaimana pengaturan hukum teknik forensik 

digital dalam kasus perdagangn manusia? 

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku 

perdagangan manusia  berdasarkan teknik 

forensik digital ? 

 

C. Metode Penilitian 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan 

penelitian yuridis normatif.  
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PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Hukum Berdasarkan Teknik 

Forensik Digital dalam Penanganan Kasus 

Perdagangan Manusia 

Dasar hukum utama dalam sistem 

pembuktian pidana di Indonesia terdapat dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

mengatur secara tegas mengenai jenis-jenis alat 

bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses 

peradilan pidana. Dalam ketentuan tersebut, alat 

bukti yang diakui meliputi keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 

terdakwa, yang masing-masing memiliki fungsi 

penting dalam membuktikan suatu peristiwa 

pidana. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin 

bahwa setiap putusan pengadilan didasarkan pada 

bukti yang objektif, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan 

prinsip keadilan. Meskipun demikian, Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana disusun 

pada saat perkembangan teknologi informasi 

belum berkembang pesat seperti saat ini, sehingga 

belum secara eksplisit mengatur mengenai alat 

bukti berbasis teknologi digital. Akibatnya, dalam 

praktik penegakan hukum modern, muncul 

kebutuhan untuk menyesuaikan sistem 

pembuktian dengan perkembangan zaman, 

khususnya dalam menghadapi kejahatan yang 

memanfaatkan sarana elektronik. Oleh karena itu, 

keberadaan alat bukti digital kemudian diperluas 

dan diakui melalui berbagai peraturan perundang-

undangan khusus yang mengatur tentang 

informasi dan transaksi elektronik
10

. 

Penerapan chain of custody dalam 

pengamanan bukti forensik digital sampai tahap 

peradilan merupakan unsur yang sangat penting 

untuk menjamin keaslian, integritas, dan nilai 

pembuktian dari barang bukti elektronik. Chain of 

custody dapat dipahami sebagai rangkaian 

prosedur penguasaan, pencatatan, pengamanan, 

pemindahan, pemeriksaan, hingga penyerahan 

barang bukti yang dilakukan secara 

berkesinambungan sejak pertama kali bukti 

ditemukan atau disita oleh penyidik sampai bukti 

tersebut diajukan dalam proses persidangan. 

Dalam konteks forensik digital, penerapan prinsip 

ini menjadi sangat krusial karena bukti elektronik 

memiliki sifat yang mudah diubah, dipindahkan, 

dihapus, digandakan, atau dimanipulasi apabila 

tidak diamankan melalui prosedur yang benar. 

Oleh karena itu, setiap tahapan penanganan 

barang bukti digital harus terdokumentasi secara 

jelas agar dapat menunjukkan bahwa data yang 

diperiksa dan diajukan di pengadilan adalah data 
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yang sama dengan data yang pertama kali 

diperoleh pada saat penyitaan. 

Secara yuridis, pengamanan barang bukti 

digital harus berangkat dari ketentuan hukum 

acara pidana mengenai penyitaan dan pembuktian. 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

mengakui alat bukti yang sah sebagaimana diatur 

dalam Pasal 184 ayat (1), yaitu keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 

terdakwa. Dalam perkembangannya, informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta 

hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum 

yang sah melalui Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, sehingga bukti digital 

memiliki kedudukan sebagai perluasan alat bukti 

dalam sistem pembuktian pidana Indonesia. 

Dengan demikian, hasil pemeriksaan forensik 

digital dapat digunakan sebagai alat bukti 

sepanjang diperoleh melalui prosedur yang sah, 

dilakukan oleh pihak yang berwenang, serta 

dijaga integritasnya sejak tahap penyidikan 

sampai tahap pemeriksaan di pengadilan.
11

 

Penerapan chain of custody dalam 

penanganan bukti forensik digital sampai ke tahap 

peradilan merupakan syarat yang sangat 

menentukan bagi diterimanya bukti elektronik 

sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan. 

Dalam perkara perdagangan manusia yang 

memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan, 

transaksi elektronik, dan komunikasi digital 

sebagai sarana perekrutan maupun eksploitasi 

korban, chain of custody memastikan bahwa bukti 

digital yang diajukan benar-benar autentik, tidak 

mengalami perubahan, serta dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis. 

Oleh karena itu, penguatan mekanisme chain of 

custody perlu dipandang sebagai bagian integral 

dari pengaturan hukum teknik forensik digital 

dalam penanganan tindak pidana perdagangan 

manusia di Indonesia. 

Perlindungan data pribadi juga memiliki 

fungsi yang sangat penting dalam mendukung 

proses pemulihan korban secara menyeluruh, 

yang mencakup pemulihan fisik, mental, maupun 

sosial. Korban tindak pidana perdagangan 

manusia pada umumnya mengalami penderitaan 

yang kompleks, tidak hanya berupa luka fisik 

akibat kekerasan atau eksploitasi, tetapi juga 

trauma psikologis yang mendalam, seperti rasa 

takut, kecemasan, depresi, serta hilangnya rasa 

percaya diri. Selain itu, korban juga sering 

menghadapi tekanan sosial berupa stigma, 

diskriminasi, bahkan penolakan dari lingkungan 

sekitar apabila identitas mereka diketahui oleh 
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masyarakat luas. Oleh karena itu, jaminan 

kerahasiaan data pribadi menjadi faktor yang 

sangat penting agar korban dapat menjalani proses 

pemulihan dengan tenang, tanpa harus dibayangi 

rasa takut akan penilaian negatif, ancaman, 

maupun tekanan dari pihak lain. 

Kerahasiaan identitas tersebut, korban dapat 

mengikuti seluruh tahapan proses hukum dengan 

rasa aman, nyaman, dan terlindungi. Korban tidak 

perlu merasa khawatir bahwa informasi pribadi 

mereka akan disebarluaskan atau disalahgunakan 

oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Rasa 

aman ini sangat berpengaruh terhadap kondisi 

psikologis korban, karena dapat membantu korban 

untuk lebih terbuka dalam memberikan 

keterangan, bekerja sama dengan aparat penegak 

hukum, serta berpartisipasi secara aktif dalam 

proses peradilan. Dalam hal ini, peran negara 

melalui lembaga seperti Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban sangat penting, karena lembaga 

tersebut memiliki kewenangan untuk memberikan 

perlindungan, termasuk perlindungan atas 

kerahasiaan identitas, keamanan, serta 

pendampingan bagi korban. 

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik 

diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan tersebut, 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti 

hukum yang sah, sehingga memiliki kedudukan 

pembuktian yang dapat digunakan dalam proses 

peradilan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan 

forensik digital mempunyai kekuatan hukum 

sebagai bagian dari alat bukti yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara yuridis, sepanjang 

diperoleh, diperiksa, dan diajukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. UU 

No. 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua 

atas UU ITE dan berlaku sejak 2 Januari 2024, 

sehingga menjadi dasar hukum terbaru dalam 

penggunaan bukti elektronik di Indonesia.  

Hasil pemeriksaan forensik digital memiliki 

kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti 

lainnya, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, 

surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

Forensik digital berperan dalam mengidentifikasi, 

mengumpulkan, menganalisis, serta 

memverifikasi keaslian dan integritas data 

elektronik, sehingga dapat memastikan bahwa 

bukti tersebut benar-benar berkaitan dengan 

tindak pidana yang terjadi. Proses ini biasanya 

dilakukan oleh aparat penegak hukum yang 

memiliki kompetensi khusus, seperti penyidik dari 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan 

melibatkan ahli forensik digital yang memiliki 

keahlian teknis di bidang teknologi informasi. 

Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan 

dalam bentuk laporan resmi yang dapat digunakan 

sebagai alat bukti dalam proses penyidikan 

maupun persidangan. 

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik 

juga memberikan kemudahan bagi hakim dalam 

mengungkap kebenaran materiil suatu perkara, 

terutama tindak pidana yang dilakukan melalui 

media elektronik, seperti kejahatan siber, 

penyebaran konten ilegal, maupun perdagangan 

manusia berbasis digital. Dalam praktiknya, 

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah 

mengakui dan menerima alat bukti elektronik 

sebagai bagian dari sistem pembuktian yang sah, 

sepanjang diperoleh melalui prosedur yang sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan 

demikian, keberadaan alat bukti elektronik, 

termasuk hasil pemeriksaan forensik digital, 

memiliki peran yang sangat penting dalam 

mendukung efektivitas penegakan hukum, serta 

memastikan bahwa proses peradilan dapat 

berjalan secara adil, objektif, dan berdasarkan 

bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

hukum. 

Pengaturan tersebut memberikan legitimasi 

hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum 

untuk menggunakan data elektronik sebagai alat 

bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana 

perdagangan manusia. Dengan adanya dasar 

hukum yang jelas, penyidik, penuntut umum, dan 

hakim memiliki kewenangan untuk 

memanfaatkan teknologi informasi dalam 

mengungkap fakta-fakta hukum yang berkaitan 

dengan perbuatan pelaku. Legitimasi ini juga 

memberikan kepastian bahwa penggunaan data 

elektronik dalam proses peradilan tidak 

bertentangan dengan prinsip hukum yang 

berlaku
12

. 

Data elektronik yang digunakan sebagai alat 

bukti dalam pengungkapan tindak pidana 

memiliki peran yang sangat penting, terutama 

dalam kejahatan yang memanfaatkan teknologi 

digital sebagai sarana utama. Bentuk data 

elektronik tersebut dapat berupa pesan perekrutan 

korban melalui berbagai platform media sosial, 

seperti percakapan melalui aplikasi pesan instan, 

surat elektronik (email), maupun komunikasi 

melalui fitur pesan langsung pada platform digital. 

Selain itu, rekaman percakapan antara pelaku dan 
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korban, baik dalam bentuk teks, suara, maupun 

video, juga dapat dijadikan sebagai alat bukti 

untuk menunjukkan adanya unsur perbuatan 

pidana, seperti tipu daya, ancaman, penipuan, atau 

eksploitasi. Tidak hanya itu, data transaksi 

keuangan yang menunjukkan aliran dana hasil 

eksploitasi, termasuk bukti transfer bank, catatan 

rekening, dompet digital, serta riwayat transaksi 

elektronik lainnya, dapat digunakan untuk 

membuktikan adanya keuntungan yang diperoleh 

pelaku dari tindak pidana tersebut. Informasi lain 

seperti lokasi korban yang tersimpan dalam 

perangkat digital melalui fitur Global Positioning 

System (GPS), riwayat lokasi, alamat IP, serta 

data aktivitas perangkat juga dapat membantu 

aparat penegak hukum dalam melacak keberadaan 

korban maupun pelaku. 

Proses analisis forensik digital dilakukan 

oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi 

khusus di bidang teknologi informasi, keamanan 

siber, dan forensik digital. Para ahli tersebut 

menggunakan perangkat lunak dan perangkat 

keras khusus untuk memulihkan data yang telah 

dihapus, menelusuri jejak aktivitas digital pelaku, 

serta menghubungkan antara satu bukti dengan 

bukti lainnya. Hasil analisis tersebut kemudian 

dituangkan dalam bentuk laporan resmi yang 

memuat penjelasan rinci mengenai temuan digital, 

proses pemeriksaan, serta kesimpulan yang 

diperoleh. Laporan ini memiliki kekuatan 

pembuktian sebagai keterangan ahli dan dapat 

digunakan oleh jaksa dari Kejaksaan Republik 

Indonesia dalam proses penuntutan di pengadilan. 

Dengan demikian, penggunaan forensik 

digital dalam proses pembuktian tidak hanya 

membantu mengungkap fakta yang tersembunyi 

di balik perangkat elektronik, tetapi juga 

memberikan kepastian hukum karena setiap data 

yang digunakan telah melalui proses pemeriksaan 

yang ilmiah, objektif, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini 

menjadi sangat penting, terutama dalam tindak 

pidana berbasis teknologi, karena bukti digital 

sering kali menjadi bukti utama dalam 

membuktikan kesalahan pelaku dan memberikan 

perlindungan hukum bagi korban.
13

 

 

B. Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku 

Perdagangan Manusia Menurut Ketentuan 

Hukum yang Berlaku.  

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku 

tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia 

bertujuan untuk memberikan efek jera kepada 
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pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di 

kemudian hari, sekaligus menjadi peringatan bagi 

masyarakat agar tidak melakukan kejahatan 

serupa. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya 

dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas 

perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga 

sebagai sarana untuk menegakkan keadilan bagi 

korban yang telah mengalami penderitaan fisik, 

psikis, dan sosial akibat perbuatan pelaku. Dengan 

demikian, pemberian sanksi merupakan wujud 

tanggung jawab negara dalam melindungi 

martabat dan hak asasi manusia
14

. 

Sanksi hukum juga berperan sebagai sarana 

pencegahan, baik pencegahan khusus maupun 

pencegahan umum. Pencegahan khusus ditujukan 

kepada pelaku agar tidak kembali melakukan 

tindak pidana setelah menjalani hukuman, 

sedangkan pencegahan umum ditujukan kepada 

masyarakat luas agar merasa takut untuk 

melakukan perbuatan yang sama. Melalui 

penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, 

diharapkan dapat tercipta kesadaran hukum dan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. 

Negara menetapkan ancaman pidana yang 

berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan 

manusia sebagai wujud komitmen yang nyata 

dalam memberantas kejahatan tersebut, karena 

perdagangan manusia merupakan salah satu 

bentuk kejahatan serius yang mengancam harkat 

dan martabat manusia. Melalui kebijakan hukum 

pidana yang tegas, Indonesia menempatkan 

perdagangan manusia sebagai kejahatan luar biasa 

(extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan 

individu sebagai korban, tetapi juga berdampak 

luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan 

moral masyarakat. Ancaman pidana yang berat 

tersebut mencerminkan bahwa perbuatan 

perdagangan manusia merupakan pelanggaran 

berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan, karena 

korban sering mengalami eksploitasi, kekerasan, 

penderitaan fisik dan psikis, serta kehilangan 

kebebasan dan hak-hak dasarnya sebagai manusia. 

Pemberian sanksi pidana yang tegas juga 

memiliki tujuan untuk memberikan efek jera 

(deterrent effect) kepada pelaku agar tidak 

mengulangi perbuatannya, serta mencegah orang 

lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang 

sama. Selain itu, sanksi pidana tersebut berfungsi 

sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban, 

karena negara hadir untuk menjamin bahwa setiap 

pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan 
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ditindak secara adil sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. Dalam hal ini, aparat 

penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara 

Republik Indonesia sebagai penyidik dan 

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penuntut 

umum, memiliki peran penting dalam memastikan 

bahwa pelaku diproses secara hukum dan dijatuhi 

hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. 

Pengaturan ancaman pidana yang berat juga 

bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum 

dan keadilan, baik bagi korban maupun 

masyarakat secara luas. Dengan adanya 

penegakan hukum yang tegas dan konsisten, 

diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, 

serta memberikan rasa aman dalam kehidupan 

bermasyarakat. Selain itu, ketegasan negara dalam 

memberikan sanksi juga merupakan bentuk 

perlindungan terhadap generasi masa depan agar 

tidak menjadi korban dari praktik perdagangan 

manusia. Oleh karena itu, keberadaan sanksi 

pidana yang berat tidak hanya berfungsi sebagai 

alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana 

perlindungan, pencegahan, dan penegakan nilai-

nilai keadilan serta kemanusiaan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.
15

.    

Dasar hukum utama dalam penerapan sanksi 

terhadap pelaku perdagangan manusia terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur 

secara rinci mengenai jenis perbuatan yang 

dilarang dan ancaman hukumannya. Ketentuan 

tersebut menjadi pedoman bagi aparat penegak 

hukum dalam menjatuhkan pidana. Dalam 

undang-undang tersebut, pelaku perdagangan 

manusia diancam dengan pidana penjara paling 

singkat tiga tahun dan paling lama lima belas 

tahun. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat 

dijatuhi pidana denda dalam jumlah yang besar. 

Ancaman ini menunjukkan keseriusan negara 

dalam memberantas perdagangan manusia
16

. 

Pidana penjara dijatuhkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pidana atas perbuatan 

pelaku. Hukuman ini membatasi kebebasan 

pelaku sebagai konsekuensi dari pelanggaran 

hukum yang dilakukan. Tujuannya adalah agar 

pelaku menyadari kesalahannya dan tidak 

mengulangi perbuatannya. Pidana denda 
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dijatuhkan untuk memberikan tekanan ekonomi 

kepada pelaku. Denda bertujuan menghilangkan 

keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan. 

Dengan demikian, motif ekonomi pelaku dapat 

ditekan. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh 

lebih dari satu orang atau dilakukan secara 

terorganisir, hakim dapat menjatuhkan pidana 

yang lebih berat. Jaringan perdagangan manusia 

dipandang sebagai ancaman serius bagi keamanan 

dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, 

pelaku utama biasanya mendapat hukuman 

maksimal
17

. 

Apabila perbuatan pelaku tindak pidana 

perdagangan manusia menyebabkan korban 

mengalami luka berat, gangguan kesehatan yang 

bersifat permanen, penderitaan fisik dan psikis 

yang berkepanjangan, atau bahkan mengakibatkan 

meninggal dunia, maka ancaman pidana yang 

dijatuhkan kepada pelaku dapat diperberat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa perbuatan pelaku tidak hanya melanggar 

hukum, tetapi juga telah merampas hak dasar 

korban untuk hidup secara layak, sehat, dan 

bermartabat. Oleh karena itu, negara memandang 

perbuatan tersebut sebagai bentuk kejahatan yang 

sangat serius dan tidak dapat ditoleransi. 

Pemberatan pidana dalam kasus yang 

menimbulkan akibat berat terhadap korban 

bertujuan untuk mencerminkan tingkat kesalahan 

dan dampak perbuatan pelaku secara 

proporsional. Semakin besar penderitaan yang 

dialami korban akibat perbuatan pelaku, maka 

semakin berat pula pertanggungjawaban pidana 

yang harus ditanggung. Hakim dalam 

menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan 

berbagai aspek, seperti tingkat kekerasan yang 

dilakukan, lamanya eksploitasi, kondisi fisik dan 

mental korban, serta hubungan kekuasaan antara 

pelaku dan korban. Pertimbangan tersebut 

dilakukan agar putusan yang dijatuhkan 

mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan 

masyarakat. 

Kondisi tertentu, khususnya apabila tindak 

pidana perdagangan manusia dilakukan secara 

sistematis, berulang, melibatkan kekerasan berat, 

atau mengakibatkan kematian korban, pelaku 

dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup. 

Pidana seumur hidup merupakan bentuk hukuman 

paling berat dalam sistem hukum pidana nasional 

selain pidana mati, yang bertujuan untuk 

mengisolasi pelaku dari masyarakat dalam jangka 

waktu yang sangat lama. Hukuman ini diberikan 

kepada pelaku yang dianggap telah melakukan 
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perbuatan yang sangat membahayakan 

kemanusiaan dan tidak menunjukkan 

kemungkinan untuk diperbaiki dalam waktu 

singkat
18

. 

Penerapan pidana seumur hidup juga 

berfungsi sebagai sarana pencegahan yang sangat 

kuat terhadap terjadinya kejahatan serupa di masa 

depan. Dengan adanya ancaman hukuman yang 

sangat berat, diharapkan individu maupun 

kelompok yang berniat melakukan perdagangan 

manusia akan berpikir ulang sebelum melakukan 

perbuatannya. Ancaman tersebut menjadi 

peringatan bahwa negara tidak akan memberikan 

toleransi terhadap kejahatan yang merendahkan 

martabat manusia. 

Pemberatan pidana dan penerapan hukuman 

penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak 

pidana perdagangan manusia mencerminkan 

komitmen kuat negara dalam melindungi hak 

hidup dan martabat setiap warga negara. 

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara 

menempatkan hak untuk hidup sebagai nilai 

fundamental yang harus dijaga dan dihormati 

dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Dengan memberikan 

sanksi yang berat, negara menegaskan bahwa 

setiap tindakan yang mengancam keselamatan dan 

keberlangsungan hidup manusia merupakan 

pelanggaran serius terhadap hukum dan nilai 

kemanusiaan
19

. 

Hak untuk hidup merupakan hak asasi 

manusia yang paling mendasar dan melekat pada 

setiap individu sejak lahir, sehingga tidak dapat 

dikurangi, dibatasi, ataupun dicabut dalam 

keadaan apa pun. Hak ini menjadi dasar bagi 

terpenuhinya hak-hak lainnya, seperti hak atas 

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan 

yang layak. Oleh karena itu, segala bentuk 

perbuatan yang mengancam nyawa, menyebabkan 

penderitaan berat, atau merendahkan martabat 

manusia harus dipandang sebagai kejahatan yang 

bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia
20

. 

Hak untuk hidup merupakan hak asasi 

manusia yang paling mendasar dan memiliki 

kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem 

hak asasi manusia, karena melekat secara kodrati 

pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah 

yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan 

manusia itu sendiri. Hak ini bersifat universal, 
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tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun 

(non-derogable rights), serta tidak dapat dicabut, 

dibatasi secara sewenang-wenang, maupun 

dialihkan kepada pihak lain. Hak untuk hidup 

menjadi fondasi utama bagi keberadaan dan 

pelaksanaan hak-hak lainnya, karena tanpa adanya 

jaminan atas hak hidup, maka hak-hak lain seperti 

hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas 

pekerjaan, hak atas rasa aman, serta hak untuk 

hidup secara layak tidak mungkin dapat terwujud 

secara optimal. Oleh sebab itu, perlindungan 

terhadap hak hidup merupakan kewajiban utama 

negara yang harus dijamin melalui sistem hukum, 

kebijakan, serta mekanisme perlindungan yang 

efektif. 

Pengakuan terhadap hak untuk hidup juga 

telah ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum 

nasional dan internasional. Di Indonesia, jaminan 

terhadap hak hidup secara konstitusional diatur 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa 

setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya. 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara 

memiliki tanggung jawab untuk menghormati, 

melindungi, dan memenuhi hak hidup setiap 

warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, 

Komnas HAM juga menegaskan bahwa hak hidup 

merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam 

kondisi apa pun, termasuk dalam situasi darurat, 

karena hak tersebut berkaitan langsung dengan 

martabat dan nilai kemanusiaan seseorang. 

Segala bentuk perbuatan yang mengancam 

nyawa, menyebabkan penderitaan berat, 

kekerasan fisik maupun psikis, eksploitasi, serta 

tindakan lain yang merendahkan martabat 

manusia harus dipandang sebagai pelanggaran 

serius terhadap hak asasi manusia. Tindakan 

tersebut tidak hanya merugikan korban secara 

individu, tetapi juga bertentangan dengan nilai-

nilai kemanusiaan, keadilan, serta prinsip negara 

hukum. Dalam konteks ini, negara memiliki 

kewajiban untuk mengambil langkah-langkah 

konkret, baik melalui pembentukan peraturan 

perundang-undangan, penegakan hukum yang 

tegas, maupun pemberian perlindungan kepada 

korban, guna mencegah terjadinya pelanggaran 

hak hidup. Selain itu, perlindungan terhadap hak 

hidup juga mencerminkan komitmen negara 

dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan 

memastikan bahwa setiap individu dapat hidup 

dengan aman, bermartabat, serta bebas dari segala 

bentuk ancaman yang dapat membahayakan 

kehidupan dan keberlangsungan hidupnya. 

Setiap perbuatan yang mengancam atau 

merampas hak hidup seseorang wajib ditindak 

secara tegas, adil, dan proporsional melalui sistem 



hukum yang berlaku. Penindakan yang tegas 

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, 

menciptakan rasa keadilan bagi korban, serta 

menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. 

Sementara itu, penegakan hukum yang adil 

memastikan bahwa proses peradilan berjalan 

secara objektif, transparan, dan menghormati hak-

hak semua pihak, sehingga tujuan utama hukum, 

yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 

hukum, dapat tercapai secara seimbang.         

Ketentuan mengenai pemberatan pidana ini 

juga menunjukkan bahwa sistem hukum pidana 

Indonesia tidak hanya berorientasi pada 

penghukuman, tetapi juga pada perlindungan 

korban dan pemulihan nilai-nilai kemanusiaan. 

Negara berupaya menempatkan korban sebagai 

subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar 

sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan. 

Dengan demikian, pemberatan pidana terhadap 

pelaku yang menyebabkan penderitaan berat atau 

kematian korban merupakan wujud nyata dari 

penegakan hukum yang berlandaskan pada 

keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan 

terhadap hak asasi manusia
21

.      

Proses penegakan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana dilakukan melalui tahapan yang 

sistematis sesuai dengan ketentuan hukum acara 

pidana yang berlaku di Indonesia. Tahap awal 

dimulai dengan proses penyelidikan dan 

penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sebagai aparat 

penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk 

mengungkap suatu peristiwa pidana. Dalam tahap 

ini, kepolisian melakukan serangkaian tindakan 

hukum, seperti menerima laporan atau pengaduan 

dari korban, melakukan olah tempat kejadian 

perkara, mengumpulkan alat bukti, memeriksa 

saksi-saksi, serta meminta keterangan dari ahli 

apabila diperlukan untuk memperjelas suatu 

tindak pidana. Selain itu, penyidik juga 

melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, 

dan apabila ditemukan bukti permulaan yang 

cukup, maka statusnya dapat ditingkatkan menjadi 

tersangka. Penetapan tersangka tersebut harus 

didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

Penyidik kemudian menyusun berkas perkara 

secara sistematis yang memuat seluruh hasil 

pemeriksaan, alat bukti, dan fakta hukum yang 

ditemukan selama proses penyidikan. Berkas 

perkara tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada 

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga 

yang berwenang melakukan penuntutan. Pada 
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tahap ini, jaksa penuntut umum akan mempelajari 

dan meneliti kelengkapan berkas perkara, baik 

secara formil maupun materil. Apabila berkas 

perkara dinyatakan lengkap (P-21), maka jaksa 

akan melanjutkan proses ke tahap penuntutan. 

Namun, apabila masih terdapat kekurangan, jaksa 

dapat mengembalikan berkas tersebut kepada 

penyidik untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk 

yang diberikan. Dalam tahap penuntutan, jaksa 

penuntut umum memiliki kewenangan untuk 

menyusun surat dakwaan yang berisi uraian 

secara jelas, cermat, dan lengkap mengenai tindak 

pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Surat 

dakwaan tersebut disusun berdasarkan fakta 

hukum yang terungkap selama proses penyidikan 

dan didukung oleh alat bukti yang sah. 

Selanjutnya, jaksa melimpahkan perkara tersebut 

ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili. Dalam 

persidangan, jaksa bertugas membuktikan 

kesalahan terdakwa dengan menghadirkan alat 

bukti, saksi, dan ahli di hadapan hakim. 

Proses persidangan merupakan tahap penting 

dalam menentukan apakah terdakwa terbukti 

bersalah atau tidak. Hakim akan memeriksa 

seluruh alat bukti, mendengarkan keterangan 

saksi, ahli, serta pembelaan dari terdakwa atau 

penasihat hukumnya. Berdasarkan fakta yang 

terungkap di persidangan, hakim kemudian akan 

menjatuhkan putusan yang dapat berupa putusan 

bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau 

putusan pemidanaan apabila terdakwa terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana. 

Proses penegakan hukum tersebut merupakan 

suatu rangkaian yang saling berkaitan antara 

kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai 

penuntut umum, dan pengadilan sebagai lembaga 

yang mengadili, yang keseluruhannya bertujuan 

untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, 

serta perlindungan hukum bagi korban maupun 

masyarakat secara umum.     

Hakim memiliki kewenangan untuk 

memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan oleh 

penuntut umum maupun penasihat hukum 

terdakwa secara cermat dan menyeluruh. 

Pemeriksaan tersebut meliputi penilaian terhadap 

keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, 

alat bukti elektronik, petunjuk, serta keterangan 

terdakwa. Selain itu, hakim juga mendengarkan 

secara langsung kesaksian para pihak di 

persidangan guna memperoleh gambaran yang 

utuh mengenai peristiwa pidana yang terjadi. 

Setelah seluruh alat bukti diperiksa, hakim 

melakukan penilaian untuk menentukan apakah 

unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah 

terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Penilaian ini dilakukan 



berdasarkan fakta hukum yang terungkap di 

persidangan serta pertimbangan hukum yang 

rasional dan objektif. Hakim tidak hanya 

mempertimbangkan aspek formil, tetapi juga 

aspek materil dari perbuatan terdakwa
22

. 

Hakim kemudian menjatuhkan putusan 

pidana yang mencerminkan keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. 

Putusan tersebut dapat berupa pemidanaan, 

pembebasan, atau lepas dari segala tuntutan 

hukum sesuai dengan pembuktian yang diperoleh. 

Dengan demikian, putusan hakim merupakan 

puncak dari proses peradilan pidana yang 

bertujuan untuk menegakkan hukum dan 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

korban maupun terdakwa. Putusan pengadilan 

merupakan dasar penerapan sanksi hukum 

terhadap pelaku. Hakim dapat menjatuhkan 

pidana penjara, pidana denda, dan pidana 

tambahan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. 

Putusan tersebut harus mencerminkan rasa 

keadilan. Selain pidana pokok, pelaku juga dapat 

dikenai pidana tambahan berupa perampasan harta 

kekayaan. Harta yang diperoleh dari hasil 

kejahatan disita oleh negara. Tujuannya adalah 

memutus sumber pendanaan kejahatan
23

. 

Perampasan aset juga bertujuan untuk 

melemahkan dan memutus kekuatan jaringan 

perdagangan manusia yang selama ini bergantung 

pada keuntungan ekonomi dari hasil kejahatan. 

Aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal, seperti 

uang, kendaraan, properti, dan sarana komunikasi, 

sering digunakan kembali untuk membiayai 

operasional jaringan, merekrut korban baru, serta 

memperluas wilayah kejahatan. Oleh karena itu, 

perampasan aset merupakan strategi penting 

dalam upaya pemberantasan perdagangan 

manusia secara menyeluruh. Dengan dirampasnya 

aset hasil tindak pidana, pelaku dan jaringan 

kejahatan akan kehilangan sumber pendanaan 

utama yang selama ini menopang aktivitas 

mereka. Tanpa adanya modal dan sarana yang 

memadai, jaringan perdagangan manusia akan 

mengalami kesulitan dalam melanjutkan kegiatan 

perekrutan, pengangkutan, dan eksploitasi korban. 

Kondisi ini secara tidak langsung akan membatasi 

ruang gerak pelaku dan menghambat 

berkembangnya jaringan kejahatan
24
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Perampasan aset juga merupakan bentuk 

pencegahan kejahatan yang bersifat struktural dan 

berjangka panjang. Upaya ini tidak hanya 

menindak pelaku secara individual, tetapi juga 

menghancurkan sistem ekonomi kejahatan yang 

telah terbentuk. Dengan demikian, perampasan 

aset berperan penting dalam menciptakan efek 

jera, mencegah kejahatan berulang, serta 

memperkuat perlindungan terhadap masyarakat 

dari praktik perdagangan manusia.        Undang-

undang juga mengatur kewajiban pelaku untuk 

membayar restitusi kepada korban. Restitusi 

merupakan ganti kerugian atas penderitaan fisik, 

psikologis, dan ekonomi korban. Pembayaran 

restitusi menjadi bentuk tanggung jawab moral 

dan hukum pelaku. 

Restitusi diberikan untuk membantu 

pemulihan korban agar dapat kembali menjalani 

kehidupan secara normal. Negara menjamin hak 

korban untuk memperoleh ganti kerugian. Dengan 

demikian, korban tidak hanya mendapatkan 

keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial. 

Dalam hal pelaku merupakan badan usaha atau 

korporasi, sanksi tetap dapat dijatuhkan. 

Korporasi dapat dikenai pidana denda dalam 

jumlah besar, pencabutan izin usaha, atau 

pembubaran. Hal ini menunjukkan bahwa hukum 

berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian
25

. 

Penerapan sanksi terhadap korporasi 

bertujuan mencegah eksploitasi manusia dalam 

kegiatan usaha. Perusahaan tidak boleh 

menjadikan manusia sebagai objek keuntungan 

semata. Prinsip tanggung jawab sosial dan hukum 

harus ditegakkan. Dalam kasus perdagangan 

manusia lintas negara, pelaku dapat dikenai proses 

ekstradisi berdasarkan perjanjian internasional. 

Kerja sama antarnegara memungkinkan pelaku 

tetap diadili meskipun berada di luar wilayah 

Indonesia. Hal ini memperkuat efektivitas 

penegakan hukum. 

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap menjadi dasar hukum utama bagi 

pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

perdagangan manusia. Putusan yang berkekuatan 

hukum tetap berarti bahwa seluruh upaya hukum 

biasa, seperti banding dan kasasi, telah dilalui atau 

tidak lagi diajukan, sehingga putusan tersebut 

bersifat final dan mengikat bagi para pihak. 

Dengan adanya kekuatan hukum tetap, putusan 

pengadilan wajib dilaksanakan oleh aparat 

penegak hukum sebagai bentuk kepastian hukum. 

Pelaku kemudian menjalani hukuman sesuai 

dengan jenis dan lamanya pidana yang telah 

ditetapkan oleh hakim. Pelaku yang dijatuhi 
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pidana penjara akan ditempatkan di lembaga 

pemasyarakatan untuk menjalani masa 

hukumannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Selama 

menjalani pidana, pelaku tidak hanya menjalani 

pembatasan kebebasan, tetapi juga mengikuti 

program pembinaan yang bertujuan membentuk 

kesadaran hukum, memperbaiki perilaku, dan 

mempersiapkan pelaku agar dapat kembali ke 

masyarakat sebagai individu yang lebih baik
26

. 

Pelaksanaan pidana di lembaga 

pemasyarakatan berada di bawah pengawasan 

negara melalui instansi yang berwenang, 

khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia yang memiliki tugas 

dan tanggung jawab dalam mengelola sistem 

pemasyarakatan. Kementerian tersebut mengatur, 

membina, dan mengawasi seluruh lembaga 

pemasyarakatan agar pelaksanaan pidana berjalan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan melalui 

petugas pemasyarakatan, mekanisme evaluasi 

berkala, serta sistem pelaporan yang terstruktur. 

Pengawasan yang dilakukan oleh negara 

bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak 

narapidana tetap dihormati selama menjalani masa 

pidana. Hak-hak tersebut meliputi hak 

memperoleh pelayanan kesehatan, hak 

memperoleh makanan yang layak, hak 

menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 

kepercayaannya, hak mendapatkan pendidikan 

dan pembinaan, serta hak memperoleh perlakuan 

yang manusiawi. Dengan adanya pengawasan 

yang ketat, diharapkan tidak terjadi pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia di dalam lembaga 

pemasyarakatan. Selain itu, pengawasan juga 

bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan 

hukuman berjalan sesuai dengan ketentuan hukum 

dan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang 

berlaku
27

.  

Sistem pemasyarakatan tidak hanya 

berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada 

pembinaan dan rehabilitasi narapidana agar dapat 

kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. 

Oleh karena itu, pengawasan negara merupakan 

bagian penting dalam memastikan bahwa tujuan 

pemidanaan, yaitu pembinaan, pencegahan 

kejahatan, dan perlindungan masyarakat, dapat 

tercapai secara optimal dan berkeadilan.  Peran 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat 

penting dalam menjaga konsistensi penerapan 

sanksi. Putusan Mahkamah Agung menjadi 
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pedoman bagi pengadilan di bawahnya. Hal ini 

menciptakan kepastian hukum nasional. 

Putusan yang tegas dan konsisten juga 

berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi 

masyarakat. Masyarakat mengetahui bahwa 

perdagangan manusia merupakan kejahatan berat. 

Kesadaran hukum pun meningkat. Secara 

normatif, sistem sanksi terhadap pelaku 

perdagangan manusia di Indonesia telah diatur 

secara lengkap dan tegas. Undang-undang 

mengatur pidana penjara, pidana denda, pidana 

tambahan, dan restitusi. Seluruh sanksi tersebut 

saling melengkapi. Dengan demikian, penerapan 

sanksi hukum terhadap pelaku perdagangan 

manusia dilakukan melalui proses penyidikan, 

penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan 

pelaksanaan putusan. Sanksi bersifat represif, 

preventif, dan restoratif. Tujuannya adalah 

menegakkan keadilan, melindungi korban, dan 

menciptakan ketertiban sosial
28

. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengaturan hukum teknik forensik digital 

dalam penanganan kasus perdagangan 

manusia, dapat disimpulkan bahwa sistem 

hukum di Indonesia telah memberikan dasar 

yang cukup kuat bagi penggunaan alat bukti 

digital dalam proses peradilan pidana. 

Pengaturan tersebut terutama bersumber dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

yang diperluas melalui Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik serta 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

Melalui ketentuan tersebut, data elektronik 

seperti pesan komunikasi, transaksi keuangan, 

dan informasi lokasi dapat dijadikan alat bukti 

yang sah di pengadilan. Teknik forensik 

digital memiliki peranan penting dalam 

mengungkap jaringan perdagangan manusia 

yang bersifat terorganisir dan menggunakan 

teknologi informasi sebagai sarana utama 

kejahatan. Pemeriksaan terhadap perangkat 

digital dilakukan secara ilmiah, sistematis, 

dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tenaga 

ahli, sehingga hasilnya dapat memperkuat 

pembuktian terhadap keterlibatan pelaku. 

Dengan demikian, forensik digital membantu 

aparat penegak hukum dalam membuktikan 

unsur-unsur tindak pidana secara objektif. 

Selain sebagai alat pembuktian, pengaturan 

hukum forensik digital juga memberikan 

perlindungan terhadap data pribadi korban. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan 
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hukum tidak hanya berorientasi pada 

penindakan pelaku, tetapi juga 

memperhatikan perlindungan hak dan 

martabat korban dalam proses peradilan 

pidana 

2. Negara menetapkan ancaman pidana yang 

berat sebagai bentuk keseriusan dalam 

memberantas kejahatan tersebut. Sanksi 

pidana berupa pidana penjara, pidana denda, 

perampasan aset, dan pidana tambahan 

lainnya bertujuan memberikan efek jera, 

menegakkan keadilan, serta melindungi hak 

asasi manusia. Pengaturan sanksi tersebut 

terutama diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. Dalam praktiknya, hakim menjatuhkan 

sanksi pidana berdasarkan hasil pemeriksaan 

alat bukti, keterangan saksi, dan pertimbangan 

hukum yang objektif. Hakim menilai 

terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta 

memperhatikan tingkat kesalahan dan dampak 

perbuatan terhadap korban. Apabila perbuatan 

pelaku menimbulkan akibat berat, seperti luka 

permanen atau kematian, maka pidana dapat 

diperberat hingga pidana penjara seumur 

hidup. Selain pemidanaan, perampasan aset 

hasil kejahatan juga berperan dalam 

melemahkan jaringan perdagangan manusia 

secara struktural. Dengan demikian, 

penerapan sanksi hukum terhadap pelaku 

perdagangan manusia tidak hanya berfungsi 

sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga 

sebagai sarana pencegahan, perlindungan 

korban, dan upaya menjaga ketertiban serta 

keadilan dalam masyarakat. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah disarankan untuk memperjelas 

dan memperkuat pengaturan hukum mengenai 

penggunaan teknik forensik digital melalui 

peraturan yang lebih rinci dan teknis. Aparat 

penegak hukum juga perlu meningkatkan 

kemampuan di bidang teknologi informasi 

dan forensik digital melalui pelatihan yang 

berkelanjutan. Selain itu, penyediaan sarana 

dan prasarana forensik yang memadai perlu 

ditingkatkan agar proses pembuktian dapat 

berjalan lebih efektif dan akurat. 

2. Aparat penegak hukum disarankan untuk 

menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku 

perdagangan manusia secara tegas, adil, dan 

konsisten sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Hakim perlu 

mempertimbangkan dampak perbuatan 

terhadap korban dalam menjatuhkan putusan, 

termasuk penerapan pemberatan pidana 

apabila diperlukan. Selain itu, pengawasan 

terhadap pelaksanaan pidana di lembaga 

pemasyarakatan perlu ditingkatkan untuk 

menjamin tercapainya tujuan pemidanaan.  
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